
55 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan jual beli makanan  tanpa daftar harga  pada warung makan  

remaja kuliner malam di belakang Ambon Plaza ini telah melakukan jual beli 

dengan mekanisme “mengambil atau pesan diawal setelah itu makan dan 

bayar di akhir”. Lima pelaku usaha warung makan remaja ini bersifat pasif 

dalam penyampaian informasi harga, baik itu harga jual beli makanan secara 

umum atau harga jual setelah naiknya bahan baku. 

2. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap jual beli makanan tanpa 

daftar harga pada warung makan remaja di pelataran Ambon Plaza ini tidak 

sesuai dengan UUPK  yang ada, dalam  pasal 7 huruf b sudah dijelaskan 

bahwa pedagang wajib memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur 

mengenai barang atau jasa yang dipergunakan, akan tetapi warung makan 

remaja ini telah melanggar UUPK yang ada dan telah membuat peraturan 

sendiri, padahal suda ada peraturan mentri perwisata dan ekonomi kreatif 

Nomor  12  tahun  2014 tentang  stndar  usaha warung makan yang berbunyi 

“ daftar menu makanan dan minuman harus disertai daftar harga.” 
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B. Saran 

Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis di atas bisa memberi 

manfaat kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak 

kekurangan, namun penulis berusaha untuk menjadi lebih baik. Adapun saran 

yang diberikan yaitu sebagai berikut :    

1. Untuk para pelaku usaha warung makan remaja sebaiknya lebih terbuka dan 

menjelaskan informasi harga kepada konsumennya dalam transaksi jual beli. 

Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dan terciptanya hubungan yang 

baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya 

mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-

hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 huruf b UUPK.  

2. Untuk kewajiban konsumen sudah diatur dalam pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 

1999, mengenai adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti 

petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa 

demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang penting dalam 

mendaptkan peraturannya.  
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